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Abstrak  
Analisis belanja penting dilakukan karena belanja merupakan kegiatan rutin pemerintah yang 
rentan terhadap kebocoran dan inefisiensi jika perencanaan, pengawasan dan pengendalian 
yang baik tidak dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perealisasian 
anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan untuk 
mengetahui kinerja anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. 
Objek penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Alat analisis 
yang digunakan yaitu alat analisis kinerja belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kinerja anggaran belanja telah dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan belanja positif dan 
efisien, namun dalam hal keserasian belanja, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 
perlu meningkatkan belanja modal. 
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PENDAHULUAN  
Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016 pemerintah 

melakukan reformasi dibidang anggaran baik pada sisi belanja, pendapatan maupun 
pembiayaan (Jumarding dkk, 2021). Reformasi ini diterapkan untuk mengubah anggaran-
anggaran yang tidak produktif dan tepat sasaran kearah yang lebih tepat dan efisien 
penggunaannya. Reformasi Keuangan Negara bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, 
kualitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara yang berorientasi untuk 
kemakmuran rakyat (Abubakar dkk, 2021). Reformasi keuangan negara ini ditandai dengan 
disahkannya tiga Undang Undang (UU) dalam Bidang Keuangan Negara yakni: 
1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
2) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara 
3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) 
penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut, 
pembaca laporan dapat membuat hasil analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis 
belanja, analisis pendapatan, serta analisis pembiayaan (Rabiyah dkk, 2021). Anggaran 
memiliki peran penting dalam penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan dan sebagai 
alat perencanaan, stabilisasi, distribusi, pengelolaan sumber daya, pengendalian organisasi 
serta penilaian kinerja (Karim, 2019). Dengan anggaran manajemen dapat menentukan 
efisiensi dan efektifitas suatu belanja operasi dengan membandingkan antara anggaran 
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dengan hasil real (realisasi terkini) yang telah dicapai. Berdasarkan Permenkeu 
225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Kebijakan Akuntansi 
Beban, Belanja dan Transfer (Dindayani, 2020). Definisi belanja adalah semua pengeluaran 
dari Rekening Kas Umum Negara dalam periode tahun anggaran berjalan yang mengurangi 
Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan pemerintah tidak akan memperoleh pembayarannya 
kembali. Belanja negara merupakan salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan 
Maddatuang dkk, 2021). Proses belanja harus dilakukan secara terkendali oleh karena itu 
mekanisme belanja harus disusun seefisien dan seefektif mungkin. Auditor pemerintah lebih 
memperhatikan pada audit atas belanja, karena sebagian besar kebocoran APBN terjadi dalam 
pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut disebabkan karena adanya praktik Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (KKN) maupun karena kurangnya pemahaman penyelenggara negara dalam 
melakukan proses belanja (Karim dkk, 2021). Klasifikasi belanja pada Komisi Pemilihan 
Umum yaitu belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang.  

Maka dari itu sebagai pemegang kuasa atas penggunaan dan pengelolaan anggaran, 
instansi pemerintah berpedoman pada tujuan Rencana Kerja pemerintah (RKP) selalu 
berkaitan dengan kinerja anggaran yang menjadi pengukuran dan penilaian terhadap 
pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan (Nanna, 2020). Pengukuran 
kinerja sangat penting untuk membantu para pengambil keputusan dalam memantau dan 
memperbaiki kinerja serta berfokus pada tujuan instansi dan untuk menilai akuntabilitas 
instansi bahwa anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta 
pimpinan memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Ismail & Irwan, 2021). Belanja yang 
merupakan kegiatan rutin pemerintah menjadi momok dan rentan akan kebocoran dan 
inefisiensi jika tidak dilakukan perencanaan, pengawasan serta pengendalian yang baik, oleh 
karena itu analisis belanja mutlak harus dilakukan agar menjadi dasar evaluasi, perbaikan dan 
koreksi kedepan (Oktaviani, 2020). Selain itu belanja menjadi komponen yang penting bagi 
masyarakat selaku pemberi pajak daerah /public fund untuk mengetahui dan menilai 
anggaran belanja yang dikelolah pemerintah telah dilaksanakan untuk kepentingan public, 
efektif dan efisien (Puspitasari dkk, 2021). 

Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 
2018-2020. 
 

Tabel 1. Anggaran belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2020 
Tahun Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang (Rp) Belanja Modal (Rp) 

2018 3.929.634.000,- 13.166.919.000,- 508.015.000,- 

2019 4.943.424.000,- 18.994.512.000,- 838.595.000,- 

2020 4.175.692.000,- 2.656.356.000,- 74.000.000,- 

Sumber: SPAN Kementerian Keuangan, 2021. 
 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan 
belanja modal mengalami kenaikan pagu dari tahun 2018 ke tahun 2019 kemudian mengalami 
penurunan pagu pada tahun 2020. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah anggaran belanja 
pegawai, belanja barang dan belanja modal menunjukkan hasil yang baik atau sebaliknya 
(Kasim, 2020). 
 

Tabel 2. Realisasi belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2020 
Tahun Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang (Rp) Belanja Modal (Rp) 
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2018 3.916.403.322,- 11.303.222.924,- 490.287.900,- 

2019 3.925.157.815,- 17.769.062.691,- 520.679.545,- 

2020 4.139.034.703,- 2.439.791.303,- 73.954.000,- 

Sumber: SPAN Kementerian Keuangan, 2021. 
 

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan 
belanja modal mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 kemudian mengalami penurunan 
pada tahun 2020 (Nurhidayanti dkk, 2022). Hal ini belum dapat menjelaskan apakah realisasi 
belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal menunjukkan hasil yang baik atau 
sebaliknya.  

METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan 
karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Ambar & Rosidah, 2009). 
Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk 
mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi (Azwar, 
2008). 

Penelitian ini mengambil data secara sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan 
historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 
dipublikasikan berupa laporan realisasi anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat, serta data 
yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dan sumber tertulis lainnya, seperti jurnal dan 
referensi lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang 
merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Data kuantitatif dapat 
di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik. 
Observasi teknik yang digunakan dalam meneliti dengan melakukan pengamatan secara 
langsung di lapangan pada KPU Provinsi Sulawesi Barat memperoleh informasi secara luas 
dan relevan mengenai kinerja anggaran belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif. 
Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis kinerja belanja 
(Sugiyono, 2004). 
1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)  

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja 
2. Analisis Pertumbuhan Belanja  

Pertumbuhan Belanja Tahunt = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑇𝑇𝐵𝐵ℎ𝑢𝑢𝐵𝐵 𝑡𝑡−𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑇𝑇𝐵𝐵ℎ𝑢𝑢𝐵𝐵 𝑡𝑡−1
𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑇𝑇𝐵𝐵ℎ𝑢𝑢𝐵𝐵 𝑡𝑡−1

 x 100% 
3.  Analisis Keserasian Belanja 

a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja 
b. Rasio belanja operasi terhadap belanja= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑇𝑇𝑜𝑜𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
 x 100% 

4.  Rasio efisiensi belanja 
Rasio efisiensi belanja= 𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
 x 100% 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Varians Belanja (selisih belanja) 
Analisis varians merupakan analisis perbedaan atau selisih antara anggaran belanja 

dengan realisasinya. 
Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja 
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Tabel 3. Analisis Varians Belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun Realisasi Belanja 

(Rp) 

Anggaran Belanja 

(Rp) 

Varians Belanja 

(Rp) 

% 

2018 15.709.914.146,- 17.604.568.000,- 1.894.653.854,- 89,24 

2019 22.214.900.051,- 24.776.540.000,- 2.561.639.949,- 89,66 

2020 6.652.780.006,- 6.906.048.000,- 253.267.994,- 96,33 

Sumber: Data diolah, 2021. 
 

Berdasarkan perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja yang tampak pada tabel 
diatas dapat diketahui bahwa terdapat selisih antara realisasi dan anggaran yang ada. Dapat 
dilihat bahwa pada tahun 2018, 2019 dan 2020 jumlah realisasi belanja lebih kecil daripada 
anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2018 nilai varians sebesar Rp. 
1.894.653.854,- atau 89,24% dari total pagu APBN, tahun 2019 nilai varians sebesar Rp. 
2.561.639.949,- atau 89,66% dari total pagu APBN, dan tahun 2020 nilai varians sebesar Rp. 
253.267.994 atau 96,33% dari total pagu APBN. Secara umum terjadinya selisih antara realisasi 
dan anggaran karena kurang tepatnya saat melakukan perencanaan anggaran untuk satu 
periode atau karena tidak terlaksananya suatu program atau kegiatan yang telah 
direncanakan dalam anggaran maka penghematan dari sisa anggaran tersebut dilakukan 
penggeseran pada pos-pos belanja yang masih kurang. Anggaran belanja merupakan batas 
tertinggi dalam pengeluaran yang boleh dilakukan (Kurniasari, 2020). Kinerja instansi 
pemerintah dinilai baik apabila mampu melakukan efisiensi belanja dengan tidak melebihi 
batas anggaran yang telah ditetapkan, namun sebaliknya jika belanja yang dilaksanakan 
melebihi anggaran maka dapat mengindifikasikan terjadinya inefiensi belanja sehingga 
kinerja instansi pemerintah kurang baik (Desi dkk, 2021). 

 
2. Analisis pertumbuhan belanja 

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui dan menilai 
perkembangan belanja dari tahun ke tahun. 

Pertumbuhan Belanja Tahunt = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑇𝑇𝐵𝐵ℎ𝑢𝑢𝐵𝐵 𝑡𝑡−𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑇𝑇𝐵𝐵ℎ𝑢𝑢𝐵𝐵 𝑡𝑡−1
𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑇𝑇𝐵𝐵ℎ𝑢𝑢𝐵𝐵 𝑡𝑡−1

 x 100% 
 

Tabel 4. Pertumbuhan belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2019 
 

Uraian  

Realisasi Belanja  

Tahun 2019  

(Rp) 

Realisasi  

Tahun 2018  

(Rp) 

Pertumbuhan kenaikan 
/ penurunan 

(Rp)  

 

% 

Belanja operasi:     

1. Belanja pegawai 3.925.157.815,- 3.916.403.322,- 8.754.493,- 0,22 

2. Belanja barang 17.769.062.691,- 11.303.222.924,- 2.439.791.303,- 57,20 

Belanja modal 502.679.545,- 490.287.900,- 73.954.000,- 6,20 

Sumber: Data diolah, 2021. 
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Tabel 5. Pertumbuhan belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020 
 

Uraian  

Realisasi Belanja  

Tahun 2020  

(Rp) 

Realisasi  

Tahun 2019  

(Rp) 

Pertumbuhan kenaikan 
/ penurunan 

(Rp)  

 

% 

Belanja operasi:     

3. Belanja pegawai 4.139.034.703,- 3.925.157.815,- 213.876.888,- 5,45 

4. Belanja barang 2.439.791.303,- 17.769.062.691,- - 15.329.271.388,- -86,27 

Belanja modal 73.954.000,- 520.679.545,- 446.725.545,- -85,80 

Sumber: Data diolah, 2021. 
 

Penyebab terjadinya kenaikan belanja biasanya dipengaruhi oleh perubahan kurs 
rupiah, adanya inflasi dan penyesuaian faktor ekonomi makro. Pertumbuhan anggaran 
belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja 
tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Pertumbuhan belanja harus seiring dengan 
pertumbuhan pendapatan. 
 
3. Analisis keserasian belanja 

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui dan menilai keseimbangan antar belanja yang 
berfungsi sebagai alat stabilisasi dan distribusi. 
a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja 

Analisis belanja operasi terhadap total belanja memberikan informasi terkait porsi 
belanja yang digunakan dalam pelaksanaan belanja operasi pada tahun yang bersangkutan. 
Analisis ini dihitung dengan perbandingan antara total realisasi belanja operasi dengan total 
belanja. 

Rasio belanja operasi terhadap belanja= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑇𝑇𝑜𝑜𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

 x 100% 
 

Tabel 6. Analisis belanja operasi Tahun 2018 – 2020  
Tahun Total belanja operasi 

(Rp) 

Total belanja 

(Rp) 

Rasio belanja operasi 

(%) 

2018 15.219.626.246,- 15.709.914.146,- 96,88 

2019 21.694.220.506,- 22.214.900.051,- 97,66 

2020 6.578.826.006,- 6.652.780.006,- 98,89 

Sumber: Data diolah, 2021. 
 
b. Analisis belanja modal terhadap total belanja 

Analisis belanja modal terhadap total belanja memberikan informasi terkait porsi belanja 
yang digunakan dalam pelaksanaan belanja modal. Analisis ini dihitung dengan 
perbandingan antara total belanja modal terhadap total belanja. 

Rasio belanja operasi terhadap belanja= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

 x 100 
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Tabel 7. Analisis belanja modal Tahun 2018 – 2020  
Tahun Total belanja operasi 

(Rp) 

Total belanja 

(Rp) 

Rasio belanja modal 

(%) 

2018 490.287.900,- 15.709.914.146,- 3,21 

2019 520.679.545,- 22.214.900.051,- 2,34 

2020 73.954.000,- 6.652.780.006,- 1,11 

Sumber: Data diolah, 2021. 
 
4. Rasio efesiensi belanja 

Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 
100%. Sebaliknya, jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan 
anggaran. 

Rasio efisiensi belanja= 𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

 x 100% 
 

Tabel 8. Analisis efesiensi balanja 
Tahun Realisasi belanja 

(Rp) 

Anggaran belanja 

(Rp) 

Rasio efesiensi 

(%) 

Kriteria kemampuan 

2018 15.709.914.146,- 17.604.568.000,- 89,24 Efisiensi 

2019 22.214.900.051,- 24.776.540.000,- 89,66 Efisiensi 

2020 6.652.780.006,- 6.906.048.000,- 96,33 Efisiensi  

Sumber: Data diolah, 2021. 
 
Berdasarkan tabel 8 diatas, analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat 

telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2018-2020. Hal ini ditunjukkan dari realisasi belanja 
yang tidak melebihi anggaran belanja. Sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010:166) Pemerintah 
dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Dapat dilihat 
pada tahun 2018 rasio efisiensi belanja sebesar 89,24% sebagai rasio efisensi terendah, tahun 2019 
sebesar 89,66% dan tahun 2020 sebesar 96,33% sebagai rasio efisensi tertinggi. 

 
SIMPULAN 

Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terdapat selisih antara realisasi belanja dengan 
anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2018 nilai varians sebesar Rp 
1.894.653.854 atau 89,24% dari total pagu APBN, tahun 2019 nilai varians sebesar Rp 
2.561.639.949 atau 89,66% dari total pagu APBN, dan tahun 2020 nilai varians sebesar Rp 
253.267.994 atau 96,33% dari total pagu APBN. Pada perhitungan pertumbuhan belanja dapat 
dilihat bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 
8.754.493 atau sebanyak 0,22%, kenaikan belanja barang sebesar Rp 2.439.791.303 atau 
sebanyak 57,02 % dan kenaikan pada belanja modal sebesar Rp 73.954.000 atau sebanyak 
6,20%. Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan realisasi anggaran belanja pegawai sebesar 
Rp 213.876.888 atau sebanyak 5,45%, namun mengalami penurunan pada belanja barang 
sebesar -Rp 15.329.271 atau sebanyak -86,27% dan penurunan pada belanja modal sebesar -Rp 
446.725.545 atau sebanyak -85,80%.  
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Berdasarkan hasil analisis belanja operasi, secara umum dapat dikatakan Sebagian besar 
alokasi APBN dilakukan untuk belanja operasi. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata belanja 
operasi terhadap total belanja sebesar 97,81%. Selain itu dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi 
rasio belanja operasi tertinggi yaitu sebanyak 98,89%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi rasio 
belanja operasi terendah yaitu sebanyak 96,88%. Jika dilihat dari hasil analisis belanja modal, 
secara umum dapat dikatakan sebagian kecil alokasi APBN dilakukan untuk belanja modal, 
hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 
2,19%. Selain itu dapat dilihat pada tahun 2010 terjadi rasio belanja operasi tertinggi yaitu 
sebanyak 3,12%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi rasio belanja operasi terendah yaitu 
sebanyak 1,11%. Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa KPU 
Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2018-2020. Hal ini 
ditunjukkan dari realisasi belanja yang tidak melebihi anggaran belanja yaitu pada tahun 2018 
rasio efisiensi belanja sebesar 89,24% sebagai rasio efisensi terendah, tahun 2019 sebesar 
89,66% dan tahun 2020 sebesar 96,33% sebagai rasio efisensi tertinggi. Sesuai dengan 
perhitungan hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja KPU Provinsi 
Sulawesi Barat tahun 2018-2020 telah dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan belanja positif 
atau meningkat, seimbang serta efisien. 
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